
Belanja Modal JIJ – 25 Desa di Selayar Belum 100% Teraliri Listrik, 
Pemkab Kebut Bangun 4 PLTS, Ini Catatan Badan Pemeriksa 

Keuangan

Sumber gambar:
https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7350126/25-desa-di-selayar-belum-100-teraliri-

listrik-pemkab-kebut-bangun-4-plts 

Sebanyak  25  desa  dari  88  desa/kelurahan  di  Kabupaten  Kepulauan 
Selayar,  Sulawesi  Selatan  (Sulsel)  sebagian  wilayahnya  belum  sepenuhnya 
teraliri listrik. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Selayar bersama pemangku 
kebijakan terkait tengah berupaya mengejar pemerataan aliran listrik, salah 
satunya melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang 
kini dikebut.

"Masih ada yang belum mendapatkan layanan listrik karena kapasitas 
dan kuantitas pembangkit yang belum merata. Belum mencukupi kebutuhan 
listrik,"  ujar  Sekretaris  Badan  Perencanaan  Pembangunan,  Penelitian,  dan 
Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Selayar, Al Amin, kepada detikSulsel, 
Senin (20/5/2024).

PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Selayar mencatat 25 
desa yang belum sepenuhnya teraliri listrik tersebar di beberapa kecamatan. 
Di  wilayah  daratan  tersisa  2  desa  masing-masing  1  desa  di  Kecamatan 
Bontosikuyu dan 1 desa di Bontoharu.
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Sementara, di wilayah kepulauan, 6 desa di Kecamatan Pasilambena, 5 
desa di Pasimarannu, 5 desa di Pasimasunggu, 5 desa di Pasimasunggu Timur, 
dan 2 desa di Taka Bonerate.

Amin  mengatakan  mengejar  rasio  elektrifikasi  (RE)  100  persen 
merupakan salah satu perhatian utama selama periode pemerintahan Bupati 
Selayar, Basli Ali. Hal itu, kata dia, terlihat dengan makin meningkatnya RE 
dari tahun ke tahun.

"Percepat penyelesaian dan fungsionalisasi empat PLTS yang dibangun 
PLN.  Pembangunan  PLTS  yang  dimulai  2023  belum  dapat  dinikmati 
masyarakat," ucapnya.

Namun di sisi lain, Amin juga mengakui pemerataan layanan listrik di 
Selayar tidak sama dengan kabupaten/kota lainnya di Sulsel.  Salah satunya 
karena  faktor  geografis.  "Kita  dibatasi  kondisi  geografis  yang  merupakan 
kepulauan," tuturnya.

Sementara itu, Manajer PLN ULP Selayar, Asmar Arif mengungkapkan 
pihaknya  menunggu  beroperasinya  4  PLTS  untuk  meningkatkan  RE  di 
wilayah kepulauan. Kata dia, 1 dari 4 PLTS itu akan beroperasi dalam waktu 
dekat.

"Rata-rata pembangunannya sudah 70 persen. Satu progresnya sudah 
99 persen. Jadi,  rencananya kalau bukan akhir Mei ini,  Juni itu kita sudah 
nyalakan," ujar Asmar kepada detikSulsel, Jumat (17/5).

Asmar membeberkan empat PLTS itu, yakni PLTS Pasimarannu dengan 
kapasitas 1.398 kWp, PLTS Taka Bonerate 1.114 kWp, PLTS Pasilambena 695 
kWp, dan PLTS Tanamalala 176 kWp.

"PLTS Tanamalala yang sudah 99 persen. Jadi, masyarakat segera bisa 
menikmati listrik PLN," katanya.

Asmar  mengungkapkan  untuk  di  wilayah  kepulauan,  selain  di 
Kecamatan  Pasimasunggu  dan  Pasimasunggu  Timur  yang  mempunyai 
pembangkit  listrik  tenaga  diesel  (PLTD),  masyarakat  di  kepulauan  lainnya 
selama ini mengandalkan swadaya untuk akses listrik.

"Untuk yang belum teraliri listrik adalah swadaya masyarakat sendiri, 
artinya masyarakat beli genset," ungkapnya.

Sementara itu, kata Asmar, untuk di wilayah daratan RE sudah hampir 
100 persen, tinggal membutuhkan perluasan jaringan.
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"Untuk di  daratan,  ada  pelanggan khusus  yang mau dilistriki,  cuma 
perlu perluasan jaringan," bebernya.

Asmar mencontohkan Dusun Jammeng, Desa Laiyolo Baru, Kecamatan 
Bontosikuyu.  Walaupun  berada  di  wilayah  daratan,  masyarakat  setempat 
selama ini mengandalkan listrik desa untuk penerangan. PLN, kata dia, tengah 
mengupayakan agar jaringan listrik sampai ke sana.

"Di sana sebenarnya butuh perluasan jaringan. Kami mengusulkan ke 
PLN UP3 Bulukumba, ternyata disetujui untuk kita bangun jaringan baru di 
sana," ungkapnya.

Namun, kata Asmar, salah satu tantangan perluasan jaringan ke sana 
karena akses ke lokasi yang mesti melewati kawasan hutan lindung.

"Banyak  pohon  produktif  sehingga  menjadi  pertimbangan  untuk 
perluasan jaringan PLN masuk ke Jammeng. Rata-rata masih hutan lebat dan 
hutan lindung," ucapnya.

Sumber Berita:

1. https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7350126/25-desa-di-selayar-  
belum-100-teraliri-listrik-pemkab-kebut-bangun-4-plts  20 Mei 2024.

Catatan Berita:

1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan 
Keuangan Daerah Pasal 65 huruf b. yang menyatakan Belanja modal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56  ayat  (2) meliputi:
d.  belanja   jalan,    irigasi,    dan  jaringan,    digunakan    untuk 
menganggarkan  jalan,    irigasi,    dan  jaringan    mencakup jalan, 
irigasi,  dan jaringan  yang dibangun  oleh  Pemerintah Daerah  serta 
dimiliki  dan/atau   dikuasai   oleh   Pemerintah  Daerah  dan  dalam 
kondisi siap  dipakai.

2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan 
Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
a. Setiap pengeluaran  harus  didukung  bukti  yang  lengkap dan  sah 

mengenai hak  yang diperoleh oleh   pihak  yang menagih.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Kadek Fitri
3

https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7350126/25-desa-di-selayar-belum-100-teraliri-listrik-pemkab-kebut-bangun-4-plts
https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7350126/25-desa-di-selayar-belum-100-teraliri-listrik-pemkab-kebut-bangun-4-plts


b. Pengeluaran  kas  yang  mengakibatkan  Beban   APBD   tidak  dapat 
dilakukan sebelum rancangan Perda  tentang  APBD ditetapkan dan 
diundangkan dalam lembaran daerah.

c. Pengeluaran  kas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (2) tidak 
termasuk   pengeluaran   keadaan   darurat    dan/atau  keperluan 
mendesak  sesuai  dengan   ketentuan   peraturan  perundang-
undangan.

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Hal 21 yang menyatakan:
a. PPKD  selaku  BUD  mengusulkan  bendahara  pengeluaran  kepada 

kepala daerah.
b. Kepala   daerah   menetapkan   Bendahara   Pengeluaran   untuk 

melaksanakan  tugas  kebendaharaan  dalam  rangka  pelaksanaan 
anggaran  belanja  dan/atau  pengeluaran  pembiayaan  pada  SKPD 
dan SKPKD.

c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
1) mengajukan  permintaan  pembayaran  menggunakan  SPP  UP, 

SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3) melaksanakan   pembayaran   dari   UP,   GU,   dan   TU   yang 

dikelolanya;
4) menolak  perintah  bayar  dari  PA  yang  tidak  sesuai  dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6) membuat  laporan  pertanggungjawaban  secara  administratif 

kepada PA    dan    laporan    pertanggungjawaban    secara 
fungsional kepada BUD secara periodik; dan

7) memungut  dan  menyetorkan  pajak  sesuai  dengan  ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

d. Selain     tugas     dan     wewenang,     Bendahara     Pengeluaran 
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
1) melakukan  rekonsiliasi  dengan  pihak  Bank  yang  ditetapkan 

Kepala Daerah;
2) memeriksa kas secara periodik;
3) menerima  dokumen  bukti  transaksi  secara  elektronik  atau 

dokumen fisik dari bank;
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4) menerima  dan  menyetorkan  atas  pengembalian  belanja  atas 
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

5) menyiapkan dokumen surat  tanda  setoran atas  pengembalian 
belanja  akibat  koreksi  atau  hasil  pemeriksaan  internal  dan 
eksternal; dan

6) pelaksanaan  anggaran  pengeluaran  pembiayaan  pada  SKPD 
yang melaksanakan fungsi BUD.

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala 
daerah  atas  usul  PPKD  menetapkan  Bendahara  Pengeluaran 
Pembantu.

f. Penetapan  Bendahara  pengeluaran  pembantu  didasarkan  atas 
pertimbangan:
1)    besaran anggaran;
2)   rentang kendali dan/atau lokasi; dan

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang 
meliputi:
1)     mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU 

dan SPP LS;
2)     menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari  Bendahara 

Pengeluaran;
3)    menerima dan menyimpan TU dari BUD;
4) melaksanakan pembayaran atas  pelimpahan UP dan TU yang 

dikelolanya;
5) menolak  perintah  bayar  dari  KPA  yang  tidak  sesuai  dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;
6)    meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7) memungut  dan  menyetorkan  pajak  sesuai  dengan  ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan
8) membuat  laporan  pertanggungjawaban  secara  administratif 

Kepada KPA   dan   laporan   pertanggungjawaban   secara 
fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

h. Selain  tugas  dan  wewenang  Bendahara  Pengeluaran  pembantu 
memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh 

Kepala Daerah;
2)    memeriksa kas secara periodik; 
3) menerima  dokumen  bukti  transaksi  secara  elektronik  atau 

dokumen fisik dari bank;
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4) menerima  dan  menyetorkan  atas  pengembalian  belanja  atas 
koreksi  atau  hasil  pemeriksaan  internal  dan  eksternal  pada 
tahun berjalan; dan

5)    menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian 
belanja  akibat  koreksi  atau  hasil  pemeriksaan  internal  dan 
eksternal pada tahun berjalan.

i. Dalam hal  terdapat  pembentukan unit  organisasi  bersifat  khusus 
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kepala 
daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.

j. Bendahara  unit  organisasi  bersifat  khusus  memiliki  tugas  dan 
wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

k. Bendahara     Pengeluaran     Pembantu     secara     administratif 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional. 

m. Bendahara  Pengeluaran  bertanggung  jawab  secara  administratif 
dengan membuat     laporan     pertanggungjawaban     secara 
administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada 
PA.

n. Bendahara  Pengeluaran  pembantu bertanggung  jawab  secara 
administratif  dengan  membuat  laporan  pertanggungjawaban 
secara  administratif  atas  pengeluaran  pada  unit  SKPD  dan 
disampaikan kepada KPA.

o. Bendahara  Pengeluaran  bertanggung  jawab  secara  fungsional 
dengan membuat  laporan pertanggungjawaban secara fungsional 
atas  pengeluaran  pada  SKPD  dan  disampaikan  kepada  PPKD 
selaku BUD.

p. Bendahara  Pengeluaran  pembantu  bertanggung  jawab  secara 
fungsional  dengan membuat  laporan pertanggungjawaban secara 
fungsional  atas  pengeluaran  pada  unit  SKPD  dan  disampaikan 
kepada Bendahara Pengeluaran.

q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan 
pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk 
meningkatkan  efektivitas  pengelolaan  belanja  dan/atau 
pengeluaran pembiayaan.

r. Pegawai   yang   bertugas   membantu   Bendahara   Pengeluaran 
melaksanakan  tugas   dan  wewenang  sesuai   dengan  lingkup 
penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
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s. Pegawai  yang  membantu  Bendahara  Pengeluaran  bertanggung 
jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan 

penjualan jasa;
2)   bertindak sebagai  penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau 
penjualan jasa;
3) menyimpan  uang  pada  suatu  bank  atau  lembaga  keuangan 

lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak 
langsung; dan

4) larangan   berlaku   juga   terhadap   Bendahara   Penerimaan 
Pembantu,  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  dan  Bendahara 
Khusus.

u. Larangan  bagi  Bendahara  Penerimaan,  Bendahara  Penerimaan 
Pembantu,  Bendahara  Pengeluaran  dan  Bendahara  Pengeluaran 
Pembantu  dilakukan  terhadap  kegiatan,  sub  kegiatan,  tindakan, 
dan/atau aktivitas   lainnya   yang   berkaitan   langsung   dengan 
pelaksanaan APBD.

4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Hal 26 yang menyatakan:
a. Pengeluaran  Daerah  yang  dianggarkan  dalam  APBD  merupakan 

rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya 
dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

b.  Setiap  Pengeluaran  Daerah  harus  memiliki  dasar  hukum  yang 
melandasinya.

c. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan 
secara bruto dalam APBD.

5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Hal 50 yang menyatakan:
3.    Ketentuan Terkait Belanja Modal Mengacu pada Pasal 64 Peraturan 
Pemerintah   
       Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait  Belanja Modal diatur 
sebagai berikut:
a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang 

dilakukan dalam rangka pengadaan aset  tetap dan aset  lainnya. 
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
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1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 
2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 
3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu: 

1) berwujud; 
2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; 
3) tidak   dimaksudkan   untuk   dijual   dalam   operasi   normal 

entitas; dan
4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset 
tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal 
kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

c. Aset  tetap  dianggarkan  belanja  modal  sebesar  harga  perolehan. 
Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah 
seluruh  belanja  yang  terkait  dengan pengadaan/pembangunan 
aset sampai aset siap digunakan.

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: 
1) Belanja  Tanah,  digunakan  untuk  menganggarkan  tanah  yang 

diperoleh  dengan  maksud  untuk  dipakai  dalam  kegiatan 
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

2) Belanja     Peralatan     dan     Mesin,     digunakan     untuk 
menganggarkan  peralatan  dan  mesin  mencakup  mesin  dan 
kendaraan  bermotor,  alat  elektronik,  inventaris  kantor,  dan 
peralatan  lainnya  yang  nilainya  signifikan  dan  masa 
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi 
siap pakai.

3) Belanja    Gedung    dan    Bangunan,    digunakan    untuk 
menganggarkan  gedung  dan  bangunan  mencakup  seluruh 
gedung  dan  bangunan  yang  diperoleh  dengan  maksud  untuk 
dipakai  dalam  kegiatan  operasional  Pemerintah  Daerah  dan 
dalam kondisi siap dipakai.

4) Belanja   Jalan,   Irigasi   dan   Jaringan,   digunakan  untuk 
menganggarkan  jalan,  irigasi,  dan  jaringan  mencakup  jalan, 
irigasi,  dan  jaringan  yang  dibangun  oleh  Pemerintah  Daerah 
serta  dimiliki  dan/atau  dikuasai  oleh  Pemerintah  Daerah  dan 
dalam kondisi siap dipakai.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Kadek Fitri
8



5) Belanja Aset Tetap Lainnya,  digunakan untuk menganggarkan 
aset  tetap  lainnya  mencakup  aset  tetap  yang  tidak  dapat 
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap,  yang diperoleh 
dan  dimanfaatkan  untuk   kegiatan   operasional  Pemerintah 
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Belanja  Aset  Lainnya,  digunakan  untuk  menganggarkan  asset 
tetap  yang  tidak  digunakan  untuk  keperluan  operasional 
Pemerintah  Daerah,  tidak  memenuhi  definisi  aset  tetap,  dan 
harus  disajikan  di  pos  aset  lainnya  sesuai  dengan  nilai 
tercatatnya.

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset 
tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan 
di  pos aset  lainnya sesuai  dengan nilai  tercatatnya.  Aset  lainnya 
berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
1) dapat diidentifikasi; 
2) tidak mempunyai wujud fisik;
3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa 

atau  digunakan  untuk  tujuan  lainnya  termasuk  hak  atas 
kekayaan intelektual;

4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan 
5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.
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